
                                                                           
 
 
 
 
      

          LAPORAN SINGKAT 
          KOMISI II DPR RI 

  (BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  

REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tahun Sidang : 2019-2020 
Masa Persidangan :  I 
Rapat Ke- : 21 
Jenis Rapat :  Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat 
Sifat Rapat :  Terbuka 
Hari/Tanggal :  Kamis, 26 September 2019 
Waktu :  Pukul 13.00 WIB s.d Selesai 
Tempat :  Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK.III)   
  Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta 
Acara         : Membahas tentang evaluasi pemilu dan persiapan 

pelaksanaan pilkada   
Ketua Rapat         : Dr. Nihayatul Wafiroh, MA/ Wakil Ketua Komisi       

DPR RI. 
Sekretaris Rapat :  Danis Maya, SH / Kabagset Komisi II DPR RI   
Hadir         : A.  22 dari 48 Anggota Komisi II DPR RI 
  B. Menteri Dalam Negeri RI  
  C. Ketua KPU RI 
  D. Ketua Bawaslu RI 
  E. Anggota DKPP 
      
 
I. PENDAHULUAN 
 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat 
Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam 
Negeri RI, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan 
Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI 
agenda Membahas tentang evaluasi pemilu dan persiapan pelaksanaan 
pilkada, pada Rabu, 26 September 2019, dibuka pada pukul 13.10 WIB 
oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Nihayatul Wafiroh, MA dan 
dinyatakan terbuka untuk umum.  
 
 

II. KESIMPULAN 
 

1. Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam 
Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP atas kinerja dan upaya yang 
dilakukan terkait pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019. 
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2. Komisi II DPR RI meminta kepada KPU RI untuk segera 

menyelesaikan santunan kepada penyelenggara pemilu ad hoc yang 
meninggal dunia dan sakit.  
 

3. Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, 
dan DKPP merekomendasikan untuk melakukan revisi UU No.7 Tahun 
2017 pada prolegnas prioritas tahun 2020. 

 

 

III. PENUTUP 
 

 Rapat ditutup pukul 15.30 WIB. 
 

 

Jakarta, 26 September 2019 
KETUA RAPAT 

 
 
 
 

DR. NIHAYATUL WAFIROH, MA 
A-65 

 

  
  

 
  


